BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang : a.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
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KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,

bahwa dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 11 Tahun 2021
tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran
Ganti Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 899)
dilakukan penyempurnaan pada Lampiran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 11
Tahun 2021 tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat
Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021 2021
(Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 899);




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

~— 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

AN KABUP Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014
tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kaur Nomor 09);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kaur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2020 Nomor 270);

13. Peraturan Bupati Kaur Nomor 88 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 888).

MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2021.
Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP),

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat

Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun
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n-2021-2021 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 899);



Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, masing-masing SKPD
diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai Uang Muka Kerja bagi
SKPD untuk keperluan satu bulan.

(2) Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 dan
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

~ ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal, / /mare/ 2021
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Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 2 /maret 202/
SEKRETARIS DAERAH,

KABU N KAUR,

/
H. NANDARMUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2021 NOMOR - g2/



